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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATA;ilIT

HOMOR 4 TAHUN 2OL4

TENTANG

PELAKSANAAN R.EALISASI PE$YERTAA!{ MOII] AL
PEMERINTAH I{ABUPATEN HULU SUNGAI SELIilTAN

KEPADA BANK PEMBANGUNAII DAERAH I{ALIMANTA]IT SELATAN
TAHUN AflGGARAT{ 2014

DEIIGAN RAHMAT TUHAN YAI{G ilIAHA ESIqI

BUPATI HULU SUNGAI SEIATAN,

hahwa untuk melaksanakan ketent ran Pasa-l 5
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu ,llrungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Penambahan
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Kepada Bank Pembangr.nan Daerah
Kalimantan Selatan, periu menetap}:an Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Realisasi Petryertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai iliielatan Kepada
Bank Pembangunan Daerah Ka-limantan Selatan Tahun
Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat hTrlrmor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan iLembaran Negara Repu.lllik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lelnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Neg;ra"ra Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tatnbi::h&o Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor +2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perirendaharaall Negara (Lembaran l{r*gara Repubiik
Indonesia Tahun 20A4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355i;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nr::gara Republik
indonesia Tahun 2AA4 Nornor' lrl,5, Tambahal
Lembaran Negara Republik IndonesieL Nomor 44371
sebagaimana telah diutiah beberapa kali terakhir
clengan Undang-Undang Nomor 12 Tahu;n 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undr,ung Nomor 32
Tahun 2AO+ tentang Pemerinta.han Daerah (Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Tahun 20l)8 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ln donesia Nomor
asaal;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2044 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negi,Lra Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 121,t.i, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perunttang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2OLl
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nelqara Republik
Indonesia Nomor 5%a);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahur:L 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem loaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1140, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia No,lnor 45781;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahurr 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan F'r:nyelen ggaraarr
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncili{ara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 16li, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Norlnor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 TahurL 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Anteura Pernerintah,
Pemerintahar Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran lrJry:gar& Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambcu.han Lembaran
Negara Republik trndonesia Nomor a737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Nel5rleri Nomor 2l
Tahun 201 i tentang Perubahan Kedua ratas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahurtr 2OO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2}tl Nomor li10);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu l!:lungai Seiatan
Nomor 26 Tahun 2AO7 tentang, Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu liJungai Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu lriungai Selatan
Tahun 2AOT Nomor 25, Tambahan I-en:haran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor [105);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu lll,ungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah klu,bupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2AIA Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu S;ungai Selatan
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu fliungai Selatan
Nomor 12 Tahun 2Arc tentang Penambahan
Penyertaan Mocial Pemerintah Kabupatrr::n Hulu Sungai
Selatan Kepada Bank Pembangliinan Daerah
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah lr'abupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2A13 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu liungai Selatan
Nomor 12);

13.

2



Meaetapkan :

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG T']IDLAKSANAAN
REALISASI PETTTERTAAN MODAL ]ilIEMERINTAH
I{ABUPATEN HULU SU!{GAI SELATAN I(EPADA BANK
PEMBA}IGUNAN DAPRAH I(ALIMANT]I\N SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2o14;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daer',adl sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Seiatan'

4. Kepa]a Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan ./!rset Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Surlrgai Selatan.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah 1/ang dibahas dan
disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkalrr dengan Peraturan
Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disitlgkat PPKD ada]ah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang s,r;::lanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yar:g mempunyai tugas melaksai:rakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

T. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang s,r::lanjutnya disebut
dengan BPD Ka1sel adalah pihak yang diberikan penyertaan lnodal.

Pasal 2

Proses realisasi penyertaan modal kepada BPD Kalsel dapat dilakukan setelah
disetujuinya anggaran penyertaan rnoda-l pada Peraturan DaeraltL tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah trr;:ntang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaaL:n.

BAB II
TATA CARA PELAKSASAAIT REALISASI PEIITTERTAA]IT MODAL

Pasal 3

Kepala DPPKAD membuat pertimbangan tertulis rnelalui TelrrLahan Staf Kepada
Brpati untuk persetujuan pelaksanaan jumlah realisasi penyertnan modal.

Pasal 4

(1) Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala DPPKAD selaku PPKD melakukan
proses pencairan dana dari Kas Daerah kepada BPD Kalsel.
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(2) Proses pencairan dana sebagaimana dimaksud pada a)rnt (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 5

(1) BPD Kalsel wajib menyarnpaikan Laporan Keuangan, terutama laporan yang
berkaitan dengan hak Pemerintah Daerah atas deviden ;gang diberikan dan
akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah setiap tahun kepada Bupati
c.q. Kepala DPPKAD.

(2lLaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1J digunakan sebagai
bukti dukung bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta bahan evaluasi
untuk realisasi penyertaan modal.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orarlg dapat mengetahuinya, memerintahLkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatal.

Ditetapkan di Kandcr"ngarl
pada tanggal3 Febnlari 2014

BUPATI HULU SUIYG/III SELATAN'

r'77m'\.
ACTIMAD FIil(RY

Diundangkan di Kandangax
pada tanggal 3 Februari2Ol4

SEKRTTARIS DATRAH
I(ABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

BBRITA DABRAH KABUPATEN HULU SUNGAI SE:LATAN

TAHUN 2OL4 NOMOR 4


